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PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.PP
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan
penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ /tsbat Nikah kumulasi
Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 13XXXXXXXXXXXXXXX03, tempat dan tanggal lahir,
Pitalah, 03 Juli 2003, agama Islam, pendidikan terakhir
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang,
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX,
Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi
Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email
AXXXXXXXXXXXX0@gmail.com dan layanan perpesan
pada akun Whatsapp dengan nomor OXXXXXXX5.
PEMOHON I;

PEMOHON I, NIK. 1XXXXXXXXXXXXXXx01, tempat dan tanggal lahir,
Bukittinggi, 01 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan
terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
19.9.0.9.0.9.0.9.9.9.9.9.0.0.99.0.9900.9000008 Kecamatan
Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email  reXXXXXXXXXXXXXXXXX03@gmail.com

dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor

O8XXXXXXXXXXXXXXT3.
PEMOHON II.
Pemohon | dan Pemohon Il selanjutnya secara

bersama-sama disebut sebagai PARA PEMOHON;
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Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari

2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan//tsbat Nikah

kumulasi Asal Usul Anak yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan

Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.PP

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan secara
syari’at Islam pada tanggal 25 Januari 2024, di di rumah ustadz/pelaksana
nikah di Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat, di hadapan ustadz/pelaksana nikah yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXX, wali nikah Pemohon |l adalah ayah kandung
Pemohon Il yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan dua orang saksi
yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan
mahar seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan,
Pemohon | berstatus Jejaka sedang Pemohon Il berstatus Gadis.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon | dengan Pemohon Il membina rumah
tangga di rumah orang tua Pemohon [ di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,
sampai sekarang;

4. Bahwa selama Pemohon | dengan Pemohon Il membina rumah tangga,
tidak ada gugatan tentang pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dan
tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon | tidak memiliki isteri selain
Pemohon Il sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon Il selain Pemohon I;

5. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il dalam melaksanakan
perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari’at Islam maupun
hukum adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon II tidak ada mengurus persyaratan

administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan
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perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il, dan mengakibatkan pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il tidak bisa didaftar di Kantor Urusan tempat
tinggal Pemohon | dan Pemohon Il (Kantor Urusan Agama Kecamatan
Batipuh) sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Batipuh Nomor:B-XXXXXXXXXXXXXXXXx/
2025 pada tanggal 16 Januari 2025.

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon | dengan Pemohon IlI, telah
berhubungan suami istri (ba’da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak
yang bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON II, perempuan,
Padang Panjang, 24 Oktober 2024.

8. Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon | dan Pemohon Il yang tersebut diatas
benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon II, dan anak
tersebut telah Pemohon | dan Pemohon Il pelihara, didik dan rawat dengan
baik.

9. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang/pihak yang keberatan dengan
keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon | dan Pemohon
I.

10. Bahwa agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il terlindungi secara
hukum, maka Pemohon | dan Pemohon Il ingin mendapatkan bukti resmi
dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l tersebut serta untuk
pengurusan akta kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon Il dan untuk
keperluan lainnya nantinya tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon | dan
Pemohon Il selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan
Agama.

11. Bahwa agar anak Pemohon | dan Pemohon Il yang lahir dari pernikahan
tidak tercatat Pemohon | dan Pemohon Il terlindungi secara hukum, maka
Pemohon | dan Pemohon Il ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak
dari Pengadilan Agama Padang Panjang.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon | dan Pemohon Il
mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon | dan

Pemohon Il lakukan tersebut serta ditetapkannya 1 (satu) orang anak yang
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lahir dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il sebagai anak sah
Pemohon | dan Pemohon Il.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon I
dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya
yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon | dan
Pemohon Il mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq.
Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai
berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;

2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon | PEMOHON | dengan
Pemohon || PEMOHON Il yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024,
di rumah ustadz/pelaksana nikah di Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan
Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON | DAN
PEMOHON II, perempuan, Padang Panjang, 24 Oktober 2024.
adalah anak sah dari Pemohon | PEMOHON | dengan Pemohon I
PEMOHON II.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dengan Pemohon Il sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Padang Panjang telah mengumumkan perkara Pengesahan
Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama
Padang Panjang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan
kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah

ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan
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diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama Padang Panjang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para
Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai
berikut:

A. Bukti Surat
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 8XXXXXXXXXXXXXXx024
tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam “lbnu
Sina” Yarsi Sumatera Barat Padang Panjang”. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan
oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah
pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya,
dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P;
B. Bukti Saksi
1. SAKSI I, NIK. 13XXXXXXXXXXXXXXx2, tempat dan tanggal lahir
Padang Panjang, 2 Juni 1970, agama Islam, pendidikan terakhir
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Batu, bertempat
tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx, Kecamatan Padang
Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Saksi
adalah Ayah Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri,
yang menikah pada tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di rumah seorang
ustadz yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, di Batipuh Ateh;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon

| dan Pemohon |l secara langsung;
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- Bahwa wali nikah pada akad nikah tersebut adalah saksi sendiri
karena saksi ayah kandung Pemohon II. Perkawinan antara
Pemohon | dengan Pemohon Il dilaksanakan di hadapan 2 (dua)
orang saksi laki-laki yang telah dewasa dan beragama Islam, yang
bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa maharnya berupa barang yaitu seperangkat alat sholat
yang dibayar secara tunai;

- Bahwa Saksi sebagai wali nikah Pemohon Il ada mengucapkan
lafaz jjab dan Pemohon | mengucapkan lafaz gabul saat akad nikah
tersebut;

- Bahwa Pemohon | berstatus jejaka, sedangkan Pemohon Il
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut hukum agama dan ketentuan yang berlaku
serta hukum adat setempat;

- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon |
dan Pemohon Il tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan
sighat taklik talak dari Pemohon | kepada Pemohon II:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon | dan Pemohon II membina
rumah tangga di rumah orang tua Pemohon |l di Jorong Jambak,
sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menggugat apalagi
meragukan keabsahan perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tidak
pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa Pemohon | tidak memiliki istri lain selain Pemohon I, dan
Pemohon Il tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat
karena saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il orang tua

Pemohon | tidak merestui pernikahan Pemohon | dan Pemohon I,
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sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak mendaftarkan
pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON II;

- Bahwa Saksi melihat Pemohon Il dalam keadaan hamil dan
mengetahui pula kelahiran anak bernama ANAK PEMOHON | DAN
PEMOHON I, serta saksi meyakini anak tersebut adalah anak
kandung Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan
anak hasil hubungannya dengan Pemohon lI;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang
tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak
Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan asal usul anak ini untuk
keperluan menerbitkan kutipan akta nikah di KUA setempat dan
Akta Kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon II;

2. SAKSI I, NIK 13XXXXXXXXXXXXX6, tempat dan tanggal lahir Pitalah,
10 April 1994, agama lIslam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di
JXXXXXXXXXXXXXXXX XXX, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah
Datar, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah Teman Pemohon I, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon ll;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri,
yang menikah pada tahun 2024;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di rumah seorang
ustadz yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, di Batipuh Ateh;

- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon
| dan Pemohon |l secara langsung;

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon I
yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX. Perkawinan antara

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon | dengan Pemohon Il dilaksanakan di hadapan 2 (dua)
orang saksi laki-laki yang telah dewasa dan beragama Islam, yang
bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa maharnya berupa barang yaitu seperangkat alat sholat
yang dibayar secara tunai;

- Bahwa Wali nikah Pemohon Il ada mengucapkan lafaz jjab dan
Pemohon | mengucapkan lafaz qabul saat akad nikah tersebut;

- Bahwa Pemohon | berstatus jejaka, sedangkan Pemohon I
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut hukum agama dan ketentuan yang berlaku
serta hukum adat setempat;

- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon |
dan Pemohon Il tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan
sighat taklik talak dari Pemohon | kepada Pemohon Il:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon | dan Pemohon || membina
rumah tangga di rumah orang tua Pemohon |l di Jorong Jambak,
sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menggugat apalagi
meragukan keabsahan perkawinan Pemohon | dan Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tidak
pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa Pemohon | tidak memiliki istri lain selain Pemohon Il, dan
Pemohon Il tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat
karena saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
mendapat restu dari orang tua Pemohon |, sehingga Pemohon |
dan Pemohon Il tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor
Urusan Agama (KUA) setempat;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak bernama Mecca;
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- Bahwa Saksi melihat Pemohon Il dalam keadaan hamil dan
mengetahui pula kelahiran anak bernama Mecca, serta saksi
meyakini anak tersebut adalah anak kandung Pemohon | dan
Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan
anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang
tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak
Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan asal usul anak ini untuk
keperluan menerbitkan kutipan akta nikah di KUA setempat dan
Akta Kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang akan diajukan
di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik
yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

) Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum
atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan
ketentuan yang di atur dalam Buku |l Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah
melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang
merasa keberatan/ menyangkal/ mempermasalahkan dengan permohonan

dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 dan Buku Il Edisi Revisi 2010 hal 76,
penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila
penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang
digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan
pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya
putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa penggabungan permohonan itsbat nikah dan penetapan
asal usul anak dalam perkara a quo memiliki koneksitas/hubungan erat dimana
para Pemohon adalah suami istri dan permohonan itsbat nikah dan penetapan
asal usul anak termasuk dalam lingkup hukum keluarga yang menjadi
kewenangan absolut peradilan agama, oleh karenanya kumulasi permohonan
yang diajukan Para Pemohon dalam perkara a quo dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam
perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara
yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah
dan asal usul anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara
absolut (absolute competentie) untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat
permohonan, telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah
Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang
merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka Pengadilan
Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (relative competentie) untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
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Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para
Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Para
Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah
terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang
berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya
berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa
Pemohon | dan Pemohon [l telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum
untuk menjadi pihak dalam perkara ini (legal persona standing in judicio) dan
karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan
pengesahan nikah kumulasi Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah
memohon agar Majelis Hakim menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon
I dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024, di rumah
ustadz/pelaksana nikah di Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten
Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan menetapkan 1 (satu) orang anak
yang bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON |II, perempuan, lahir di
Padang Panjang, 24 Oktober 2024 adalah anak sah dari Pemohon | dengan
Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat
diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya
Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai
ketentuan dimaksud,;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Para Pemohon telah
dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang
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berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana
kehendak Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi
ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga
secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta autentik berupa fotokopi
Surat Keterangan Tanda Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti
Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, namun meskipun bukti tersebut
adalah akta autentik karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk
memberikan keterangan, tetapi hanya dapat dijadikan syarat untuk melengkapi
pembuatan akta autentik yang lain, maka bukti tersebut barulah menjadi bukti
permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya, selanjutnya bukti-bukti
tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua
orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis
Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai
saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah
diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga
dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi
Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim,
kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta
saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya
yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan
Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan
kesaksiannya terkait pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il, dari keterangan
Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta:

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2024, di rumah

ustadz/pelaksana nikah di Nagari Batipuh Ateh;
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- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah
kandung Pemohon Il yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar
yang dibayarkan secara tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki
dewasa dan beragama Islam;

- Bahwa saat menikahi Pemohon Il, Pemohon | berstatus jejaka sedangkan
Pemohon Il dalam keadaan gadis;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan
maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai
sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri,
sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang
membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa
keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON I,
perempuan, lahir di Padang Panjang, 24 Oktober 2024 dan sekarang berada
di bawah asuhan Para Pemohon;

- Bahwa anak bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON Il adalah anak
yang dilahirkan oleh Pemohon Il dan Pemohon | tidak pernah menyangkal
bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon ll;

- Bahwa tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan
menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2024, di rumah
ustadz/pelaksana nikah di Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah
kandung Pemohon Il yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar
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yang dibayarkan secara tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki
dewasa dan beragama Islam;

- Bahwa saat menikahi Pemohon Il, Pemohon | berstatus jejaka sedangkan
Pemohon Il dalam keadaan gadis;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan
maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai
sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri,
sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang
membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa
keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON I,
perempuan, lahir di Padang Panjang, 24 Oktober 2024 dan sekarang berada
di bawah asuhan Para Pemohon;

- Bahwa anak bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON Il adalah anak
yang dilahirkan oleh Pemohon Il dan Pemohon | tidak pernah menyangkal
bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon lI;

- Bahwa tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan
menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum Islam;
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Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum
Islam pada pokoknya menyatakan bahwa lItsbat Nikah dapat diajukan ke
Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974,

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi
rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali
nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti
ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar
dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan
yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut telah
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan kedua saksi Para Pemohon
mengetahui langsung prosesi akad nikah yang terjadi karena hadir pada acara
pernikahan tersebut dan kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa Para
Pemohon telah lama hidup bersama dalam satu rumah dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak, Majelis Hakim patut menduga bahwa benar telah terjadi
pernikahan antara Para Pemohon secara sah menurut hukum Islam sebab
selama Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang
mempermasalahkan hubungan antara Para Pemohon, di samping itu pula bagi
masyarakat tempat Para Pemohon bertempat tinggal adalah masyarakat yang
menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan “adat bersandi
syara’, syara’ bersandi kitabullah” dan juga memegang teguh prinsip-prinsip
dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan
seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu
yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam
dan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada

tanggal 25 Januari 2024, di rumah ustadz/pelaksana nikah di Nagari Batipuh
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Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, tersebut
telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,
serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8,
9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44
Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad
SAW sebagai berikut :

S &Y Al e A e b Jeey JB JE S o dlae e

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah
SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali
nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama
dalam Kitab I’'anah al-Thalibin jilid Il halaman 308 sebagai berikut :

AuSaS aaa () 31 el ISy JBlad) AL ) 8 Jy

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan

berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga
sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain
meskipun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan
perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah
dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya
sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim
berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut

ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi
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hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan
mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon
tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang
diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat
administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan,
sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi
manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang
dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih
utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis
Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah
dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan
menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna
menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebih
diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi
perkawinan (maslahah), sesuai pula dengan kaidah figh yang berbunyi sebagai
berikut:

CJL.AAJ\ s e plia Auldall ¢ 5

Artinya : Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)

dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh
Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas
serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna
mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Para
Pemohon serta anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon
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tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan
kepastian hukum bagi Para Pemohon maupun bagi anak-anak yang dilahirkan
dalam pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam
hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan
perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon telah disahkan,
maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan
diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan
berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor
DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah,
maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya
ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para
Pemohon, oleh karena itu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk
mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, guna dicatat dan diterbitkan
buku nikahnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga) tentang
asal usul anak yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam
yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
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Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 permohonan Pemohon
telah dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang
dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024, di rumah ustadz/pelaksana nikah di
Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi
Sumatera Barat, maka dengan demikian secara otomatis anak-anak yang lahir
dalam pernikahan yang para Pemohon yang telah disahkan tersebut harus
dinyatakan sebagai anak yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 99 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dalam petitum angka 3
(tiga) dalam permohonannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak
bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Padang
Panjang, 24 Oktober 2024, adalah anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pertitum permohonan para Pemohon
angka 2 dan 3 telah dikabulkan, maka majelis menyatakan pertitum permohonan
para Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON I) dengan
Pemohon II (PEMOHON Il) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari
2024, di Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
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4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON | DAN
PEMOHON II, perempuan, lahir di Padang Panjang, 24 Oktober 2024 adalah
anak sah dari Pemohon | (PEMOHON I) dengan Pemohon || (PEMOHON lII);

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya’ban 1446 Hijriah, oleh kami
Rahmiwati Andreas, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I.,
M.H. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1446 Hijriah, dalam sidang
terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem
Informasi Pengadilan, oleh Ketua Maijelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Wenny Oktavia, S.H.l., M.H. sebagai Panitera Sidang,
dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Rifazul Azdmi, S.H.l., M.H. Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.l., M.H.
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Perincian Biaya:
1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P : Rp 10.000,00
c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 0
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).
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